
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian 

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi 

saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu 

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang 

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses 

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka 

pencapaian tujuan, harus melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan 

pidana.
 1

 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
2
  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 
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demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.  

 

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai 

model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang 

yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan 

meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan 

penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak 

menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 3
  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat 
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diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
4
  

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam tiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang 

di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.
5
  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.
6
  

 

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum 
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dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. 

Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

 

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu 

atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri 

yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat 

dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara 

subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. 

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua 

unsur saling mendukung dan melengkapi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 

anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis 

yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak 

timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan 

semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan 

sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan 

banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak 

mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu 

keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi 

hukum, dan ketaatan kepada hukum. 
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Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau 

dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam 

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang 

formal dan tertulis saja.
7
 

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik 

dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum 

yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi 
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tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya 

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan 

hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas 

keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya 

maupun obyeknya atau kita batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya 

hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat 

untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait 

dengan tema penegakan hukum itu.
8
  

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh 

setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan 

karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya 

tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat 

mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian 

sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. 

 

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar 

pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi 

intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi 

untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh 

setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus 

melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu 
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harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak 

memberlakukan hukum secara diskriminatif. 

 

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa 

saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun 

ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang 

dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara 

diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam 

kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya 

penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan 

dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek 

ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan 

dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru 

sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan 

interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.
 9
 

 

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial 

yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku 

yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang 

menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya 

aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami 

sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan 

keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan 
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hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem 

hukum. Namun demikian dibutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena 

tidak dapat dipungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada 

penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial.  

 

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum 

dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di 

lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum 

sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan 

bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-

undang. Dalam praktek dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar 

dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan 

runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu 

akan kehilangan maknanya.
10

 

 

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan 

kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, 

termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan 

hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian 

hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan 

kepastian karena hukum. Kepastian dalam hokum dimaksudkan bahwa setiap 

norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya 

tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa 

perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul 
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peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma 

hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga 

timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada 

ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, 

bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum 

menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan 

mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya 

kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak 

tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. 

 

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan 

perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada 

bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan 

hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian 

hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian 

hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam proses penegakan 

hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. 

 

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil 

yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan 

masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada 

hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus 

memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, 
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kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam 

sistim hukum yang berlaku.
 11

 

 

Berbicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah 

semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada 

umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja 

atau melihat dari sumber hukum yang formil. Sebagaimana diketahui undang-

undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu 

dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. 

Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu 

tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim 

untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya 

untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan 

perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali. 

 

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu 

kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan 

hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial 

seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis 

dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan 

tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-

peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. 

Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas 
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revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui 

sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka 

setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan 

pendekatan kultural politis.  

 

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, 

harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan 

dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. 

Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik 

lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa 

sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan 

penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi 

lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan 

dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan 

hukum masyarakat. 

 

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian 

menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan 

pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang 

dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus 

serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Dapat dipahami bahwa 
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banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang 

dikukuhi rakyat, bahkan sering bertentangan.  

 

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja 

tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. 

Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-

negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak 

selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama 

ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri 

maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral 

tradisional.
12

 

 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun 

hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum 

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat 

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
13

 Adil bagi seseorang belum 

tentu dirasakan adil bagi orang lain.Keabsahan berlakunya hukum dari segi 

peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya 

penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang 

saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau 

manfaat bagi masyarakat.  

 

                                                 
12

Ibid. hal. 18. 
13

 Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, (Yoyakarta: Citra Aditya Bakti,  

 1993), hal. 2. 
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Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, 

melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin 

yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara 

pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup 

menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim 

diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-

nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, 

hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan 

kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian 

berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Penegakan hukum seharusnya 

berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan 

penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma 

hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma 

hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, 

sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut 

konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep kepastian hukum dan 

keadilan.  

B. Direktorat Perairan Polda Lampung 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
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ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
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serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 

wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah 

hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi Kepolisian preventif maupun 

represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa 

berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi 

intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. 
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Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia), Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Menurut Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan 

Direktorat Kepolisian Air sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai 

penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk 

penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut 

dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam 

lingkungan Kepolisian Daerah. 

 

Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Air disertai dengan wewenang: 

a) Melaksanakan bina fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian 

Daerah  

b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kapal dalam 

lingkungan Kepolisian Daerah . 

c) Melaksanakan patroli, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan 

masyarakat pantai. 

d) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut. 
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Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Direktorat Kepolisian Air dipimpin 

oleh Direktur Kepolisian Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian 

Daerah dan dalam melaksanakan tugas di bawah Wakil Kepala Kepolisian 

Daerah. 

 

C. Tindak Pidana Perikanan 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
14

 

 

Menurut Erna Dewi dan Firganefi
15

, usaha pemerintah bersama-sama dengan 

DPR telah membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1985 tentang Perikanan. Dari pertimbangan Undang-Undang Perikanan ini dapat 

diketahui latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Perikanan, yaitu:  

a. Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas 

berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan 

pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang 

                                                 
 
14

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.  

 2001. hlm. 22  

 
15

 Erna Dewi dan Firganefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). 

Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Bandar Lampung.2013. hlm. 60 
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Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah 

Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;  

b. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan 

Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya 

berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan 

mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi 

nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan 

kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan 

lingkungannya;  

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga 

sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan 

kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta 

perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan 

oleh karena itu perlu diganti;  

 

Dasar hukum tindak pidana perikanan adalah Undang-Undang Nomor Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan. Pasal 8 Ayat (1) undag-undang ini menyatakan bahwa stiap 

orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan 

dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau 

cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat 

membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI.  
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Selanjutnya menurut Pasal 8 Ayat (2): Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, 

ahli penangkapan ikan, dan ABK yang melakukan penangkapan ikan dilarang 

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan 

atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan 

kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI. Menurut Ayat (3): Pemilik 

kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan 

perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, 

bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat 

merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan. 

 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan: 

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 

menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan: 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan 
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menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan denda paling banyak Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta 

rupiah).  

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak 

buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, 

bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang 

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 

dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).  

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab 

perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja 

di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  
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(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan 

pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan 

ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan 

biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 

merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 

lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

  

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan 

sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, 

menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau 

alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak 

sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai 

dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau 

alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

 

D. Pengertian Penyidikan  

 

Menurut Pasal 1 Butir (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  
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Menurut Pasal 6 KUHAP:  

(5) Penyidik adalah:  

(a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;  

(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang.  

(6) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.  

 

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan.  

 

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus 

seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), 

sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal 

dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), 

Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).  

 

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya 

penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam 

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.  
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Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP menetukan bahwa Penyidik 

Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat 

Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat 

Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut 

diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau 

pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat 

dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.  

 

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, 

kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu 

harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam 

pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada 

penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.
16

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 73 menjelaskan 

Penyidik Tindak Pidana Perikanan atau illegal fishing adalah Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menurut Pasal 73A berwenang: 
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a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana di bidang perikanan 

b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar 

keterangannya 

c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi 

untuk didengar keterangannya 

d. Menggeledah saran dan prasaran perikanan yang diduga digunakan dalam/atau 

menjadi tempat melakukannya pidana di bidang perikanan 

e. Menghentikan, memeriksa, menangkap membawa dan/atau menahan kapal 

dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan 

f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan 

g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya tentang tindak 

pidana di bidang perikanan 

i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan 

j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil 

tindak pidana 

k. Melakukan penghentian penyelidikan 

l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hokum dapat dipertanggung 

jawabkan 

Penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil untuk tindak pidana perikanan atau illegal fishing dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
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Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya 

istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 

1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda opsporing
17

. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi 

terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk 

menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum 

dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat 

negara penegak hukum.  

 

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) 

KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”  

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit 

dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  
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49 

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
18

 

 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera 

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan 

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya 

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut 

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan 
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penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya 

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.  

 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
19

  

 

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, 

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk 

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga 

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan 

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan 

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang 

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
 20

 

  

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 
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penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum 

dan kepada tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan 

penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, 

berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan 

ini dilakukan dua tahap: 

(1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

(2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 
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penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

dari penyidik kepada penuntut umum. 

(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila 

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

(2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-

Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya 

mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri  

tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa 

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 
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3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

E. Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan 

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
21

 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi 

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) 

maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan 

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 
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penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi 

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar 

pengobatan simptomatik. 

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat 

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal 

ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha 

yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik 

kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu: 

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan 
22
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Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian 

dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah 

perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tercela di 

masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. 

 

Menurut Roscoe Pound hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa 

sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau 

beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-

penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat 

yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, 

melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak 

pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan 

ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan 

menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut 

dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan 

memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, 

juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang 

diakui dan ditetapkan.
23
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Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. 

Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang 

mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian 

dari kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum 

memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan 

mengembangan peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai 

kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan 

kepentingan public atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan 

dengan status “hak hukum”. 

 

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh 

Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, 

dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial 

dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, 

konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari 

aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian 

dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, 

konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas 

jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat 

kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan 

dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang 

peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang 
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digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham 

legisme yang banyak ditentang di Indonesia.
24

 

 

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-

undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan 

dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, 

yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam 

pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk 

itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological 

Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang 

hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut 

akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa 

contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam 

arti merubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern. 

 

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi  

dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal 

sebagai softdevelopment yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan 

diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila 

ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat 
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berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun 

golongan-golongan lain dalam masyarakat.
25

 

 

Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang 

terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan 

sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan 

sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak 

hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan 

yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-

batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun 

mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi 

pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat 

untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri 

menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. 
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